BAB 1

PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis,
pelaksanaan Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-
Solo hanya sebagian yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Kesesuaian pelaksanaan pengadaan tanah untuk
pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo dapat dilihat dari langkah-
langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah ketika melaksanakan
pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo,
pemerintah sudah melakukan kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah
dengan mengikuti sebagian langkah-langkah yang ditetapkan dalam
undang-undang yang berlaku walaupun ada beberapa ketidaksesuaian
yang dilakukan. Ketidaksesuaian pelaksanaan pengadaan tanah untuk
pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo terjadi di kedua desa yang
peneliti teliti, Kketidaksesuaian pelaksanaan pengadaan tanah terjadi
dikarenakan panitia pelaksanaan pengadaan tanah tidak bermusyawarah
dengan baik, panitia pelaksanaan pengadaan tanah tidak melakukan
musyawarah mengenai besarnya jumlah ganti rugi dan di desa manjungan
tidak dimusyawarahkan bentuk ganti rugi apa saja yang dapat diberikan
kepada masyarakat, panitia pelaksanaan pengadaan tanah juga kurang
memperhatikan variable-variable penilaian atas tanah yang sudah
dituliskan dalam pasal 33 undang-undang No. 2 Tahun 2012 saat

melakukan penafsiran ganti kerugian.
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B. Saran

Penyuluhan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah masih
kurang lengkap dan musyawarah dalam hal besarnya jumlah ganti kerugian tidak
dilaksanakan, oleh karena itu sebaiknya panitia pengadaan tanah melakukan
tahapan penyuluhan dengan jelas supaya masyarakat menjadi teredukasi dan
mengetahui hal-hal penting apa saja yang menjadi haknya, selain itu panitia
pengadaan tanah seharusnya melakukan musyawarah secara lengkap (bentuk ganti
rugi dan jumlah ganti rugi) sehingga hak masyarakat terpenuhi, selain pemenuhan
hak masyarakat, besar dan bentuk ganti kerugian akan lebih diterima oleh
masyarakat. Selain itu pemerintah juga bisa mempersiapkan dana yang digunakan
untuk memberikan ganti kerugian dengan lebih cepat sehingga masyarakat tidak
merasa bahwa pemerintah menunda-nunda pemberian ganti kerugian atas tanah

yang terdampak dengan adanya pengadaan tanah.
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